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PENETAPAN
Nomor 2065/Pdt.G/2022/PA.Jr

S\ Fee\ TN 7
P S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai
gugat antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2022 yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2065/Pdt.G/2022/PA.Jr
tanggal 11 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 April 2021,
yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0231/011/1V/2021 tanggal 05 April
2021 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri selama 9 bulan telah berhubungan layaknya suami istri

(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua
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Penggugat di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

tidak mempunyai anak ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan
baik, akan tetapi sejak Januari 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah
tangga dengan sikapnya yang perhitungan dan tidak jujur perihal keuangan
yang dimiliki oleh Tergugat sehingga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari
Penggugat harus bekerja sendiri sebagai karyawan swasta, selain itu Tergugat
diketahui pernah berkomunikasi dengan perempuan lain yang berindikasi
adanya perselingkuhan diantara Tergugat dengan perempuan tersebut dan
ketika ditegur oleh Penggugat Tergugat justru marah dan membentak
Penggugat, hal ini yang mmebuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai
Tergugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut
makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama pamit kepada orang tua Penggugat sejak Februari 2022 dan
sekarang berada dirumah orang tua Tergugat di Jalan Griya Putri Kencana AM-
4 RT.002 RW. 037 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten

Jember;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang
hingga sekarang sudah 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak
ada hubungan lagi layaknya suami istri;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat
mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak

sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara
ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Subsidair :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina
rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bahwa akan
mencabut perkara Nomor 2065/Pdt.G/2022/PA.Jr yang telah ia ajukan dan
menyatakan rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa jalannya persidangan telah tercatat dalam berita acara dan untuk
ringkasnya penetapan ini menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian
dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasehati
Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat mencabut perkara Nomor
2065/Pdt.G/2022/PA.Jr yang telah ia ajukan dan menyatakan rukun kembali
membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2065/Pdt.G/2022/PA.Jr
dari Penggugat:
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
405000.- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal
1443 H, oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Baidlowi, S.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota | Ketua Majelis
ttd ttd
Drs. H. Baidlowi, S.H. Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota Il

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00
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2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp. 250.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
5. Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Materai :Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
_Panitera

Akhd Muzaeri, S.H.
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